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KEPALA DESA LIPURSARI
KECAMATAN LERKSONO RABUPATEN WONOSOBO

ERATURAN DESA LIPURSARI
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LIPURSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LIPURSARI

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarmnya kemakmuran
masyarakat Desag;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian schingga

menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahters;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa  tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daecrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

)]

-

Undang-Undang, Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republile Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 5234) schagaimana (elah diubah
beberapn kali  ternkhir  denpgan  Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ftentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) scbagaimana tclah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) scbagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2019  Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negarn Republik  Indonesia
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Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor b7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 960);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
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201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 12935);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman = Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata  Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18
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Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor
18);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
Nomor 64);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
Nomor 74);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
Nomor 48);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022
tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor
96);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke
Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2022 Nomor 97);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 98 tahun 2022
tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2022 Nomor 98);

Peraturan Desa Lipursari Nomor 4 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa Lipursari Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Desa Lipursari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa
Lipursari (Lembaran Desa Lipursari Tahun 2016
Nomor 5);

Peraturan Desa Lipursari Nomor 6 tahun 20 19
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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D_esa Lipursari Tahun 2019-2024 (Lembaran De¢sa
Lipursari Tehun 2019 Nomor o)

Peraturan Desa Lipursari Nomor 3 tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lipursari
;.a.l-'..t:- 2023 {Lembaran Desa Lipursari Tahun 2022
Nomor 3);

Peraturan Desa Lipursari Nomor 6 Tahun 2022
ientang laporan Pertanggungjawaban Realisasi
i-:‘sgg:s:a: Pendapatan Dan Belanja Desa Lipursan
fahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Lipursari

Tahun 2022 Nomeor 3):

Peraturan Desa Lipursari Nomor 04 Tahun 2022
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Aggearan 2023 (Lembaran Desa Lipursan
Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Desa Lipursari Nomor 4 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usil dan Kewenangan  lokal Berskala Desa
(embaran Desa Lipursan Tahun 2016 Nomor 4);

<% Peraturan Desa Lipursari Nomor 5 Tahun 2016
tenlang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa
Lpursan (Lembaran Desa Lipursari Tahun 2016
Normer S

= 4

27 Peraturan Desa Lipursari Nomor 6 tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dcsa Lipursan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa
Lepursan Tahun 2019 Nomor 6);

28 Peraturan Desa Lipursarn Nomor 3 tahun 2022
tentang Rencana Kena Pemerintah Desa Lipursari
efun 2023 (Lembaran Desa Lipursari Tahun 2022
Nowmor 3);

29 Persturan Desa Lipursari Nomor 6 Tahun 2022
temtang Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi
Angguran Pendapatan Dan Belanja Desa Lipursari
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Lipursari
Tahun 2022 Nomar 5);

30  Peraturan Desa Lipursari Nomor 04 Tahun 2022
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Aggeran 2023 (Lembaran Desa Lipursari
Tahun 2022 Nomar 4),
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Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIPURSARI
Dan
KEPALA DESA LIPURSARI
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MEMUTUSKAN

Menetapkan @ PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPA”
DAN BELANJA DESA  LIPURSARI TAHUN ANGGAF

2023
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Lipursari Tahun Anggaran 2
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 1.438.705.000,00
2. Belanja Desa Rp 1.440.466.462,00
Surpuls/Defisit Rp (1.761.462,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 1.761.462,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 1.761.462,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp 0,00
Anggaran
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaims
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupak
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

APB Desa;

Daftar Penyertaan Modal;

Daftar Dana Cadangan;

Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggar
sebelumnya.

peop

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasion
pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangs
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
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(2) Pendanaan  kegiatan sebagaimana dimaksud pada
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya,
yang sclanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang discbabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

ayat (1)

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Lipursari.

Ditetapkan di : LIPURSARI
Pada A e : 30 Desember 2022

KEFP : %
%
AlT] SA. g
5 URSARI o
WAGI
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Diundangkandi : LIPURSARI
Pada tanggai _ _;L_::""‘&O Desember 2022
SEKRBTAZRIS DES?\_ X2

LEMBARAN DESA LIPURSARI NOMOR 04 TAHUN 2022
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